
WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SEI"ATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 40 TAHUN 2A2O

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2O2O

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang a.

WALI KOTA BANJARBARU,

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai
dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran
anggaran antar urrit organisasi, antar kegiatan dan antar
jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun
anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan
dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2O2O;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65
ayat (1) huruf d dan Pasal 316 dan 3LT ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah
agar tidak bertentangan dengan kepentingan umnm,
Peraturan Penrndang-undangan yang lebih tingg, dan
Peraturan Daerah lainnya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Wati Kota
Banjarbaru tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan Dan Betanja Daerah Tahun Anggaran 2A2Q;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun L999 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38221;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a2861;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendahararrn Negara tlembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Reoublik Indonesia Nomor 43551:

Mengingat 1.

b.

c.

2.

ao.
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4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
{Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
aaoo\

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2AA4 bntang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik lrrdonesia Nomor a42Ll;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4a38);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pqiak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 13O, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5O49);

8. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
523a1;

9. Undang-Undang Nomor 17 Tatnrn 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rak5rat, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2A14 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2A1,4
tentang Majelis Permusyawaratan Ralryat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Pennrakilan Ralryat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2074 Nomor 383, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650h

1O. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ql4 Nomor 244,Tastbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2Ot4 tenetang Pemerinta?ran Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OtS Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
567e);

I- L. Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2Al4 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2QL4 Nomor 292, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 56OU;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2OO0 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a028l;
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 20OS tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nornor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576t sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OtO
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor
11O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
51s5);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor
25, Tambahan I*rnbaran Negara Republik Indonesia Nomor
a6141;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OA7 Tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungiawaban Kepala Daerah
kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (L,embaran Negara
Republik Indoneeia Tahun 2OA7 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonasia Nomor 46931;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OOT tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2AAT Nomor 83, Tambahan
l,embaran Negara. Republik [rrdonesia Nomor 6178];

L8. Peraturan Pemerintah Nomor 7L Tahun 2O1O tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2ALO Nomor L23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 45O2);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun zOtZ tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AL2
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 52721;

21. Peraturan Pemerintah Nomor L2 Tahun zAfi tentang
Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6Oa1);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun ZALT tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
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23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Irmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

24. Peraturan Pemerintah Nomor L2 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 63221;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2L Tahun 20ll
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 31O);

26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2O11 tentang
Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia ?ahun 2019 Nomor trS);

Z7.Perafrerarr Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2Ol9
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2A2A perita Nega-ra
Republik Indonesia Tahun 20tg Nomor 701);

28. Peraturan Daerah Kota Baqjarbaru Nomor 12 Tahun 2OAT
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2OOT Nomor 12
Seri E Nomor Seri 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarbaru Nomor 1);

29. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2Ol9
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2O2O (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun
2OI9 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2A semula berjumlah
Rp. 1.274.269.45L.44O,00 berkurang sejumlah (Rp. 29.395.23L.527,A1) sehingga
menjadi Rp. Rp. L.244.874.2L9.9L2,99 dengan rincian sebagai berikut :



1. Pendapatan Daerah Sejumlah
1. Semula : Rp. 1.158.873.931.420,00
2. Bertambah/berkurang : (Rp. 103.088.311.360,00)

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan : Rp. 1.055.785.620.060,00

2. Belanja Daerah Sejumlah
1. Semula : Rp. 1.274.269.451.440,00
2. Bertambah/berkurang : (Rp. 29.395.231.527,0U

Jumlah Belanja Daerah Setelah Pembahan : Rp. 1.244.874.2L9.9L2,99
Surplus/ Defisit Setelah Perubahan (Rp. 189.088.599.852,991

3. Pembiayaan Daerah Sejumlah
a).Penerimaan

a) Semula
b) Bertambah/berkurang

Jumlah Penerimaan Setelah

b). Pengeluaran Sejumlah
a) Semula
b) Bertambah/berkurang

Rp. L45.763.448.020,0O
Re. 58.32S.151.832.99

Perubahan : Rp.204.088.599.852,99

Rp. 30.367.928.000,00
(Rp.. 15.367.928.000.0o)

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan : Rp. 15.000.OQ0.00O.0O
Jumlah Pembiayaan neto setelah pembahan Rp 189.088.599.852,99
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Rp.
perubahan

0,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran I Peraturan WaIi Kota
ini.

Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dart Pasal 3 merupakan bagran
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dihrangkan lebih lanjut dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.
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Pasal 6

Peraturan \trali Kota ini mulai berlaku pada tansgal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan WaIi
Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baqiarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru,
pada tanggal 5 0trrtober 2A2O

PJs, WALI KOTA BANJARBARU,

Diundangkan di Banjarbaru,
pada tanggal 5 Olctober 2AZA

SEKRETARIS DA.ERAH,

A--.,
I

SAID ABDULI,,AH

\
BERITA DTERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2o2o NOMOR 49

\
\

BERNHARD E. RONDONUWU


